
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Menimbang : a. Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun yang membuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, indikator program,
kegiatan, indikator kegiatan yang disusun berdasarkan
tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
bersifat indikatif;

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tentang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor
352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang
– Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun

2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011

Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun
2008 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten banjar
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 ) Sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang
perubahan kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ( Lembaran
Daerah Kabupaten banjar Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor
06 )

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 tahun



2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ((Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar tahun 2013 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor tentang

Pengesahan Renstra;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjar menjadi dokumen perencanaan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020.

KEDUA : Renstra tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tentang
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan
pembentukan tim penyusunan Renstra Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020 Nomor 64
Tahun 2016 dinyatakan berakhir masa tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA DINAS,

Boyke W. Triestiyanto, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610301 198903 1 010


